
 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

 NOMOR   47   TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang  : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
menyatakan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;  

 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016; 



 

 
Mengingat  : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin  dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 
 

3.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
4.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

6.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 



 

 
8.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
9.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah  diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 

 
 
 

 



 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 

 



 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2015 Nomor 1); 

 

 



 

26.  Peraturan  Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang   Anggaran   Pendapatan   dan  Belanja  Daerah  
Kota Pontianak  Tahun  Anggaran  2016 (Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13); 

sebagaimana  
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2016 Nomor 9); 

 

28.  Peraturan  Walikota  Nomor 62 Tahun 2015  tentang Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  
Daerah  Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 

Nomor 14); 
 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
 

Pasal 1 

 
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 
terdiri atas : 

 
a. Pendapatan 

 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 389.368.654.493,49   
2. Dana Perimbangan Rp. 890.541.184.485,00   

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 138.606.549.082,00   

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.418.516.388.060,49 



 

 
 

b. Belanja  
1. Belanja Tidak Langsung 

      
a) Belanja Pegawai Rp. 622.931.840.225,00   
b) Belanja Bunga Rp. 0,00   

c) Belanja Subsidi Rp. 0,00   
d) Belanja Hibah Rp. 12.536.300.000,00   
e) Belanja Bantuan 

Sosial 

Rp. 3.256.167.571,00   

f) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00   

g) Belanja Bantuan 
Keuangan 

Rp. 1.317.140.000,00   

h) Belanja Tidak 

Terduga 

Rp. 220.208.336,00   

  

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

 

Rp. 

 

640.261.656.132,00 
 
 

2. Belanja Langsung 
      

a) Belanja Pegawai Rp. 59.668.721.612,00     
b) Belanja Barang dan 

Jasa 
Rp. 325.131.715.455,23     

c) Belanja Modal Rp. 403.855.553.577,89     

  

Jumlah Belanja Langsung 

 

Rp. 

 

788.655.990.645,12 

  

      

 Jumlah Belanja Rp. 1.428.917.646.777,12 

 Surplus / (Defisit) Rp. (10.401.258.716,63) 



 

 
 

c. Pembiayaan:  
 

1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 46.356.051.491,46   
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.633.000.000,00   

  

Jumlah Pembiayaan Netto 

 

 
Rp. 

 
37.723.051.491,46 

  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

 
Rp. 

 
27.321.792.774,83 

 
 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 



 

 
 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 
 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal   28  Agustus 2017 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 

  
 

     
SUTARMIDJI 

 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal  28  Agustus 2017     
       

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,            
 

 
 
 

                                ZUMYATI   

        

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2017 NOMOR     



 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 
 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal   28  Agustus 2017 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

  
 
     

SUTARMIDJI 
 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal  28  Agustus 2017          Salinan sesuai dengan aslinya 

                  Kepala Bagian Hukum 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,           Setda Kota Pontianak    
 

 
 
 

                                ZUMYATI               ZETMAWATI SH, MH 

                             Pembina Tk I (IV b) 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2017 NOMOR              Nip. 19620811 198607 2 002 
 
 

 


